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Abstrak
 

Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat

Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah

oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya

masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo

mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha,

untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut

tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan

pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki

oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada

program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut.

Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan

melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa

kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur

inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

......House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high

number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been

exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income

communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million)

home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates

and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem

in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas

as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the

program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the

theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting

interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one

million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness

and elements of the transparency process.
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